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Abstract

rtujuan menjelaskan pola interaksi aktor dalam situasi konflik di DAS Siak dengan
dh kasus kampong Dosan. Metode yang digunakan adalah mengidentifikasi; (1)Siapa
terkait dalam pengelolaan DAS dan apa kepentingannya? (2) Apa preferensi politik
dan,(3) Bagaimanakah cara para aktor mengorganisir diri dan berkoalisi dengan
pok sosial? Penelitian ini bersandarkan model teori negara developmentalis
state). Hasil penelitian ini adalah berupa model politik sinergi kelompok yang
- DAS Siak. Model ini memiliki empat elemen pokok yaitu aktor,kepentingan,basis
yerdaya. Keempat unsur tersebut mensinergikan para pelaku pemerintah,masyarakat
nis ke dalam tiga tahapan proses kebijakan yaitu A.isu kebijakan.B. Masalah
{ebijakan sektor publik. Implementasikan model sinergi kelompok di DAS Siak
beberapa faktor adalah sebagai berikut: (1) faktor eksternal berupa kebijakan
lan Daerah bidang kehutanan dan perkebunan,pertanahan dan industri. (2) Faktor
mpung Dosan meliputi para aktor Dosan, Kepntingan aktor, pengetahuan sosial
1sitas teknokratik dan kapasitas politik pemimpin Daerah. Strategi yang efektif
yang memadukan antara kapasitas teknoratik dan kapasitas politik; (3) faktor
ternal masyarakat memnentukan penerapan model konteks pengelolaan DAS dalam
AS Siak

Dosan, model politik, Siak.

JLUAN Nampak dari fakta bahwa konflik

wit merupakan salah satu
lian yang paling dinamis di
suk di Riau. Areal perkebunan
ningkat dari 106.000 ha pada
J-an menjadi sekitar 15,5 juta
Pembangunan perkebunan ini
1am provinsi yaitu, Sumatera
Sematera Selatan,Kalimantan
Aceh. Fenomena soaial yang
ati di daerah aliran sungai
nplementasi otonomi Daerah
semakin dinamisnya konflik
an dengan pengelolaan
it. Beberapa studi menunjukan
n konflik semakin meningkat.
nflik itu terlihat dari beberapa
isyarakat DAS, dan protes
kat kampung diduga kuat
pengelolaan kehutanan dan
erkebunan kelapa sawit di

spektrumnya semakin meluas, meskipun ada
banyak factor pemicu tersembunyi, yang jelas
faktor  pemicunya  semakin  beragam,
masyarakat DAS semakin Kkritis menentang
kebijakan sektor publik. Pengamatan awal
menunjukan bahwa salah satu potensi konflik
sosial yang paling dinamik di DAS Siak
adalah yang berkaitan dengan bisnis kehutanan
dan perkebunan. Karena itu makalah ini
memakai isu sosial mengenai kebijakan
kehutanan dan perkebunan  sebagai pintu
masuk untuk memahami bagaimana mengelola
potensi konflik sosial berdasarkan asumsi
bahwa konflik sosial berbasiskan SDA adalah
akibat dari pergulatan politik sebab pergulatan
politik akan menghasilkan siapa memperoleh
apa, kapan, bagaimana, dan mengapa.
Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan
ini berusaha untuk menjawab pertanyaan
pokok sebagai berikut, yaitu: model politik
negara seperti apakah yang dapat menjadi
instrument pengelolaan konflik yang terjadi
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Siak  terutama era Otda?
dapat dirumuskan lebih
( 1) Siapa saja aktor yang
angelolaan konflik itu? ( 2 )
adi kepentingan para aktor
dalam perebutan kendali
bijakan kehutanan dan
apa sawit itu? ( 3 ) Apa
dijakan  perkebunan  yang
oleh para aktor lokal Siak,
imanakah cara para aktor dan
|l tersebut mengorganisir diri
dengan kelompok-kelompok
lam mengelola konflik yang
erjadi?
alah ini, kampung Dosan DAS
fokus kajian karena beberapa
{ampung Dosan, dijadikan
karena wilayah ini berada di
paling dinamik. Sebagai desa
) dekat pusat pemerintahan,
masuk Riau setelah Batam
Kepulauan Riau. Kemudian
ian  ini pusat  pertanian
stry kampung di DAS Siak
umnya telah menjadi pusat
rarakat di sekitar DAS Siak.
rakat kampong ini bermata
ayan. Perubahan lingkungan
tu cepat, membuat penduduk
menjadi petani pekebun. Sejak
perkebunan dimulai 2005,
asyarakat dengan masyarakat,
ngan PEMDA, Masyarakat
thaan, Perusahaan dengan
ung meningkat. Konflik sosial
la agar tidak meluas kesektor
gis lainya.
1erintah Kabupaten Siak dapat
itoh  inovasi  pengelolaan
' di DAS. Sejak tahun 2001 di
daerah otonom diantara 16
karan wilayah di Riau.
iyah ini yang terbanyak di
samaan proses pemekaran
li  pergeseran  wewenang
1ber daya alam, yang semula
nerintah pusat, sejak 2001

banyak banyak dialihkan ke pemerintah
daerah.Melalui  kewenangan itu Pemkab
membangun  perkebunan  kelapa  sawit
berkerjasama dengan PTPV sebagai mitra dan
masyarakat sebagai saubjek pe,mbangunan.
Tujuannya mewujudkan kesejahteraan
masyarakat. Kedua hal diatas menunjukan
pentingnya pemetaan dan strategi pengelolaan
konflik sosial di Siak berbasiskan DAS dengan
kebijakan perkebunan kelapa sawit sebagai isu
politik lokal dan memberi alasan kuat bagi
studi ini.
2. State of the Art

Dalam bahagian ini hendak diuraikan
beberapa karya-karya ilmiah. Beberapa hasil
kajian tersebut adalah sebagai berikut: Henk
Schuldte Nordtholt and Gerry van Klinken
melakukan studi mengenai konflik sosial-
politik lokal di Indonesia pasca Soeharto.
Kedua peneliti ini ingin  menyelami
pendekatan-pendekatan baru terhadap politik
lokal di Indonesia pasca-Soeharto dengan
menerapkan asumsi bahwa konflik politik di
Indonesia sebelum dan sesudah OTDA
menunjukan bahwa secara subtansif tidak ada
perubahan. Untuk mengungkapkannya, kedua
ilmuan ini mengusulkan untuk meneliti sifat
dan peranan para elit daerah, khususnya
bidang politik birokratis, ekonomis, dan
identitas  (Nordtholt and  Gerry van
Klinken:2007: 323).

Analisis  Nordtholt and Klinken
mengungkapkan bahwa konflik sosial-politik
Indonesia pasca-Soeharto menunjukan
kontinuitas-kontinuitas historis dengan
periode-periode sebelumnya misalnya sifat
patriomonial sistem dalam mengalokasokan
anggaran melalui kendali Pusat. Kemudian,
Sistem pemajakan informal pada masa ORBA
serta distribusi pendapatan bottom up hingga
pasca reformasi masih tetap mewarnai
birokrasi Indonesia. Para birokrat yang digaji
rendah menompang gaji mereka dengan
sumber-sumber pendapatan informal dengan
menjual izin-izin dan menarik pajak-pajak
pribadi. Selain itu, pemerintah memegang
teguh sifat patron-client dan menjadi bagian
struktur kapitalis yang lebih luas dan melemah
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iatkan kapital, tenaga kerja,
asar. Secara faktual, kondisi-
alam banyak hal menunjukan
1-Soeharto adalah kelanjutan
sebelumnya, meskipun
yusat dari periode sebelumnya
, yang memuka jalan bagi
desentralisasi kekuasaan.
nd Klinken (2007) mempunyai
isis yang tajam ketika
oeninjauan ulang terhadap
i antara ° Negara ‘ dan °
egara ‘ dan ° pasar ‘, dan
igan ‘formal * serta ‘ informal
lua ilmuan ini, agak terlalu
menyimpulkan bahwa Negara
th melemah sejak tahun 1998.
ing diajukan Nordtholt and
terlalu simplistis. Karena jika
ktur-struktur kekuasaan baik
maupun jaringan informal;
aktivitas-aktivitas ekonomis
lisalnya para birokrat, politisi,
pengusaha, dan pejahat
ntara itu perbedaan-perbedaan
lompok ini serring kali kabur.
gan elit inilah yang tetap
rba hingga masa Reformasi.
i, studi ini tidak lepas dari
stidaknya mengandung satu
tu  Nordtholt and Klinken
kan tesis yang kurang cermat
perkembangan politik lokal di
reformasi paling tidak untuk
'merintah reformasi memang
atriomonial dan patron-client
i argumentasi itu tidak cukup
ipakai untuk menjelaskan
il paling tidak kasusu di Riau.
perpolitikan lokalnya selain
nonial dan sifat patron-client
kat sejak Orba dan reformasi.
Riau juga ditandai adanya
litik  lokal vyaitu mulai
jang politik masyarakat di
ikan perkebunan. Sebelum
angan  ekonomi  minyaknya,
sat, masyarakat didaerah tidak

bisa berbuat banyak. Setelah 1999, setruktur
ekonomi Riau selain ditopang ekonomi
minyak, juga beralih pada ekonomi
perkebunan kelapa sawit. Dengan berlakunya
UU. No0.22/1999 dan UU. No. 25/1999 yang
memberi  peluang bagi daerah  untuk
memanfatkan SDA lokal, maka dalam
ekonomi perkebunan ruang politik Pemda dan
Masyarakat Riau semakin terbuka. Perubahan-
perubahan politik lokal inilah yang kurang
ditangkap oleh studi Nordtholt and Klinken .

Selain itu Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) sejak tahun 2003 hingga
2008 telah melakukan kajian multidisiplin
tentang konflik komunal dan saparatisme yang
terjadi di Indonesia. Pada tahun 2004 dan
2005, ada dua penelitian yang memfokuskan
kajiannya terhadap peran dan hubungan antara
Negara dan masyarakat dan resolusi konflik.
Tahun 2004 tim yang dipimpin Abdul
Rachman Patji meneliti  kasus Aceh,
sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan
tim yang dipimpin Syafuan Rozi pada tahun
2005 adalah Maluku,Maluku Utara dan
Sulawesi Tengah. Selanjutnya,pada tahun
2006 penelitian mengenai peran Negara dan
masyarakat dalam resolusi konflik dilakukan
di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
(Wawan,96:2012).

Selaras dengan analisis diatas, Edward
Aspinall,Gerry van Klinken, dan Herbert Feith
mengkaji dinamika konflik politik di Indonesia
di  eradesentralisasi dan  demokratisasi.
Analisis Aspinall (edt ) ini bertumpu kepada
argumen bahwa dalam beberapa Orba masih
menunjukan ciri-ciri yang sama seperti 1960-
an misalnya muncul kekacuan komunal,
konflik politik, dan hubungan petronase. Ciri-
ciri politik itu terus berlanjut pada perpolitikan
Indonesia pasca Soeharto (Aspinall,Klinken,
dan Feith:.1999:71).

Menurut Aspinall bahwa ditengah-tengah
eforia yang mengiringi pergantian Soeharto,
terdapat juga berbagai hal yang layak untuk
diperhatikan, yakni bahwa Soeharto- lantaran
ia merupakan pusat patriaki dari Orba yang tak
terbantahkan- telah mampu menjaga posisinya
untuk sekian waktu yang lama dengan
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ri institusi dan kelompok yang
ipun Soeharto telah lengser,
gaian besar personelnya yang
a masih tetap belum bergeser.
dengan bendera pemihakan
, sehingga mereka mampu
)lentingan yang kuat, dalam
1gkup reformasi.

spinall ini memiliki kekuatan
. Kekuatan analisis ini paling
ari alasan yang dikemukakan
dewasa ini Indonesia sedang
1 yang demokratis di tengah-
tas ciri-ciri “ lama *’. inisiatif
ditangan mahasiswa, Amien
kung demokrasi lainya. Orang
dan untuk sekarang ini, segala
ienjaddi mungkin. Kemudian,
1 terhadap reformasi politik,
rupsi, dan hukuman terhadap
iara pendukungnya, sekarang
i. Namun, sikap optimistik itu
n jika melihat lebih jauh
Indonesia yang sangat
asca reformasi. Modal politik
rus diraih pemimpin politik
misalnya bagaimana dapat
ukungan masyarakat melalui
litik yang dimilikinya. Ini
n political skill yang harus
para aktor politik Indonesia di

studi atas pada dasarnya
is bahwa perubahan pola dan
sosial tidak terjadi dalam
Indonesia  pasca  OTDA.
ara studi diatas, yaitu Henk
10lt and Gerry van Klinken (
nkan pada sifat dan peranan
studi Edward Aspinall, Gerry
lan Herbert Feith ( 2002 )
ada arah demokratisasi sejak
rto.
ikut melibatkan diri dalam
genai karakter konflik dalam
lonesia pasca OTDA, dalam
genai karakter konflik dalam
lonesia pasca-OTDA di atas,

nampak kecendrungan untuk memandang
konflik sosial masa OTDA tidak terlalu
berbeda dengan perpolitikan masa sesudah
OTDA. Penelitian ini berusaha menunjukan
bahwa pengalaman politik Indonesia sejak
akhir 2000-an itu telah menghasilkan dinamika
konflik konteks perpolitikan yang secara
struktural maupun praktik prilaku politik
semakin dinamis. Studi mengenai konflik
lokal selama ini tidak mengungkapkan secara
substansial adanya dinamika aktor terkait
bisnis di DAS. Karena itu, penulis berharap
agar studi ini mempunyai arti dalam mengisi
kekosongan khasanah kajian konflik politik
lokal di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam rangka memahami kebutuhan
analisis kajian ini, langkah-langkah yang
dilakukan adalah adalah: Pertama, identifikasi
kondisi perpolitikan Siak 2019-2014, sejarah
perkebunan di Siak, berbagai ketentuan
perkebunan sawit yang diimplementasikan di
Siak. Sumber data skunder diperoleh dari
bahan dokumen baik dicetak maupun
elektronik. Sumber data skunder ini adalah
laporan  penelitian,  jurnal ,buku-buku,
peraturan perundangan baik berupa Undang-
undang, Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan, Keputusan Menteri Pertanian,
Peraturan Daerah yang Mengatur Perkebunan
Kelapa Sawit di Siak, Surat Kabar Riau Pos,
Peta Lokasi, Brosur, Selebaran, Risalah Rapat,
Badan Pusat Stastistik ( BPS ), dan bahan yang
bersumber dari websites in-ternet.

Selanjutnya, kedua, sumber data primer
diperoleh dari hasil wawancara mendalam
dengan tokoh lokal atau memanfaatkan hasil
wawancara Yyang dilakukan media cetak
terhadap pelaku sejarah dan pembangunan
perkebunan kelapa sawit di Kampung Pusako
di Siak. Tujuan wawancara itu adalah:
pertama, untuk mmengungkapkan dukungan
masing-masing  aktor  terhadap  pilihan
kebijakan perkebunan kelapa sawit; kedua,
untuk mengumpulkan data lebih lengkap

mengenai elit kebijakan perkebunan; dan
Ketiga, untuk memperoleh pemahaman
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ana aktor mengorganisir diri
engan kelompok sosialn lain.
ih aktor lokal terlebih dahulu
1 peta sementara elit lokal.
kajian ini membagi aktor
1 non-pemerintah di level
uat oleh penentuan beberapa
dan petani Dosan, aktor-aktor
jadi jangkauan penelitian atau
'asi. Sedangkan tokoh-tokoh
kan sebagai penguat informasi
dan tokoh —tokoh lokal yang
lianggap mengetahui dinamika
pa sawit di Siak.
1gapa Kampung Dosan DAS
alah: pertama, adalah desa
jiran sungai Siak yang sedang
ubahan sosial yang cepat
Kedua, Dosan adalah
a penerapan kebijakan
ng intensif dan ekstensif baik
rkebuanan Swasta, PIR, dan
la Siak-masyarakat. Selain
ier diperoleh juga melalui
gsung dengan  membuat
ngan kepada peristiwa yang
ijakan kelapa sawit. Tujuan
lalah untuk memotret kondisi
ik yang relevan dan memuat
us (K. Yin, 1994:113). Dalam
lata diperoleh berupa: foto,
an, naskah orasi atau pidato
1duk.
N PEMBAHASAN
ian ini akan dibahas politik
JAS  berkelanjutan  dengan
model teori negara
(developmental state). Dalam
ni-politik terdapat tiga model
pembangunan Yyaitu, Model
, Model Liberal dan Model
Ketiga model negara ini
caraktersitik masyarakat yang
it dimana model tersebut
Secara teoritik, model
dipandang tumbuh dalam
3-industrial  dengan tingkat
isyarakat  yang aktif dan

didukung oleh tingkat pertumbuhan ekonomi.
Model negara ini menekankan pada proses
administrative yang terpusat dengan aktor
birokrasi negara professional dibidangnya dan
menekankan  pada  tindakan  efisiensi.
Sementara, Model negara Liberal memiliki
karakteristik masyarakat dengan tingkat
pendidikan dan kebebsan invidual, bersifat pro
pasar, menolak campur tangan pemerintah
dalam  pembangunan.Model negara ini
memiliki metode kerja yang partisipatif,
kontrol masyarakat dan tersdesentralisasi
didukung birokrasi yang bertindak sebagai
pelayan masyarakat. Sementara model negara
rest-Publica  dicirikan oleh  karakteristik
masyarakat  “multi-faceted”’;  tidak  ada
“mayoritas homogen” dan mengutamakan
perimbangan dalam masyarakat demi stabilitas
sosial dengan Kkarakteristik birokrasi yang
bertindak sebagai jembatan perantara berbagai
kelompok dalam masyarakat.

Dalam menjawab pertanyaan penelitian
yang sudah dirumuskan di bagian depan yaitu,
fenomena mengapa politik pengelolaan
negara developmentalis tetap menghasilkan
potensi konflik DAS dan deforestasi di
Indonesia termasuk di Riau?  Studi ini
berupaya memanfaatkan model negara
developmentalis. Teori ini terinspirasi dari
kesusksesan Jepang tahun 1970-an dan diikuti
oleh negara-negara Asia Timur lainnya.
Mubarok (2013) [1] menambahkan bahwa
pembahasan model negara developmentalis ini
dikembangkan oleh banyak tokoh seperti
Amsden (19890), Wade (1990), Sheridan
(1993), Williams (1994), dan Linda Weiss
(2003). Mubarok lebih lanjut menjelaskan
bahwa uraian lebih teperinci mengenai model
negara developmentalis ini dilakuakan oleh
Johnson dan selanjutnya dikembangkan oleh
Phil Deans yang menyatakan bahwa faktor
institusional yaitu negara dengan badan-badan
khusunya memiliki peran penting dalam
perencanaan pertumbuhan ekonomi,
pembangunan negara-negara Asia.

Dilihat dari sejarah pasang surut perjalan
gagasan perlindungan dan pengelolaan lahan
DAS dan gambut di Indonesi. Nampak bahwa
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jara ini sebenarnya (meskipun
wya  memiliki  karakteristik
arnah dipraktik dalam sejarah
AS di Indonesia. Sejarah
olaan DAS dan kehutanan
idak dapat dijelajah dari masa
JRBA) ketika pemerintah
2putusan Presiden (Keppres)
1990 tentang Pengelolaan
dung. Kawasan  gambut
gai kawasan lindung ketika
1i 3 meter dan terletak di hulu
awa. Selanjutnya, Kkebijakan
pertegas melalui Peraturan
No0.26 Tahun 2008 meskipun
iihak belum cukup memenuhi
(dalam hal ini para pelaku

n dan perkebunan). Karena
2lum mengatur  tentang
\S dan lahan gambut untuk
ya maupun kawasan lindung
yijakan dalam majalah Hutan
32) [2]. Berbagai tindakan
resentasikan pemerintah pusat
in  bahwa birokrasi negara
model negara develomentalis
es administrasi yang terpusat,
gan tujuan memperoleh nilai
profesional.Model negara ini
nisahkan antara proses politik
arbagai pengaruh kelompok
dministrasi. Dalam batas-batas
antasi model ini ditandai oleh
legosiasi  dan  partisipasi
‘0ses pengambilan keputusan.
am parktiknya model
nampaknya belum

il yang efektif. Dengan kata
nerintah memisahkan proses
ninistrative dalam praktiknya
akkan hasil. Secara factual,
tan pasar sangat berpengaruh
u negara. Dalam kondisi
icul  model liberal dengan
;ar dan tuntutan pelayanan
an kontrol pengaruh lembaga
anan dan perkebunan kelapa
merintah. Hal ini tampak dari

gejala potensi konflik DAS, deporestasi hutan
alam dan gambut di Riau.

Provinsi Riau merupakan wilayah yang
memiliki DAS dan luas lahan gambut 4,044
juta hectare (56,1% dari luas lahan gambut
Sumatera atau 45% dari luas daratan provinsi
Riau. Keberadaan menjamurnya industri
kehutanan di propinsi Riau telah menjadi salah
satu penyebab degradasi hutan alam semakin
tidak terkendali. Beberapa industry tersebut
berada di sepanjang DAS di Riau. Bayang kan
saja sampai tahun 2000 jumlah Industri
kehutanan yang beroperasi di Propinsi Riau
mencapai 312 unit yang terdiri dari Industri
kayu lapis (plywood) 10 unit, sawmil 270 unit,
moulding 27, chip mill sebanyak 3 unit dan 2
unit industri Pulp dan Kertas
(Jikalahari,2013,2-3) [3].

Fakta lain yang dapat dipakai bagaimana
politik pengelolaan negara diwarnai pergulatan
nilai antara keputusan pasar atas keputusan
negara, antara pertumbuhan ekonomi dan
pemerataan dan antara persaingan dan
kerjasama. Dilemma pilihan kebijakan sektor
publik ini dapat dilihat dari kepemilikan lahan
perkebunan kelapa sawit sebelum dan sesudah
ORBA. Dilihat dari sisi kepemilikan lahan,
meskipun terjadi perubahan dari dominasi
korporasi kepada masyarakat misalnya kasus
perkebunan kelapa sawit. Sebelum 1999,
kepemilikan lahan kebun kelapa sawit di Riau
didominasi PBS/PBN. Tahun 1990-1994 luas
lahan PBS sekitar 148.215 ha (47,5 %) dan
luas lahan PBN 58.468 ha (18,7 %). Sesudah
1999, luas lahan dan bentuk pengelolaan
perkebunan menjadi lebih beragam. Tahun
1995-1999 luas lahan sekitar 1.1 juta hektar
(http://.riaupos/web/content/view/8436/6)
dengan laju pertumbuhan rata-rata 39 % per-
tahun menjadi 1,72 juta ha 2007. Dilihat dari
status kepemilikan, sejak 1999 lebih bervariasi
misalnya PBS, PBN, Plasma, Swadaya, Pemda
Provinsi, dan Pemda Kabupaten.Untuk
mengetahui gambaran umum luas areal dan
bentuk pengelolaan perkebunan kelapa sawit
sesudah 1999 dapat dilihat dari grafik berikut
ini:
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N dan BENTUK PENGELOLAAN N PERKEBUNAN
SAWIT DI RIAU SESUDAH TAHUN 1999

PIPN  RASVA SAADAYA  PEMDA FEMDASAK

m Luas Kepemiliki dan Bentuk
1 Perkebunan Kelapa Sawit
asudah tahun 1999
1 luas areal dan munculnya
Ik pengelolaan perkebunan
ebut tidak terlepas dari adanya
1sifikasi  dan  ekstensifikasi
wuk mengembangkan usaha
Pertama, kebijakan
perkebunan besar, yaitu
iden Nomor 11 tahun 1974
menteri pertanian nomor
0/12/92. Kedua,
PIR-Bun melalui Kebijakan
Pertanian Nomor
0/10/1985 dan  Keputusan
rtanian Nomor 357
2002 pemerintah Pusat
wenangan kepada Gubernur
Walikota untuk mengeluarkan
perkebunan di Daerah. Ketiga,
ikan sektoral terkait upaya
buhan produksi dan ekspor
deregulasi Oktober 1988
udahan memperoleh kredit,
I Desember 1987 mengenai
erizinan produksi,ekspor, dan
ingkat Daerah, Pemda Riau
ran Daerah (Perda) Nomor 13
ntang kewenangan dibidang
membuat tata ruang wilayah
jan  mencadangkan lahan
seluas 3.1333.198 Ha
/) [4]
rkembangan yang dinamik
ah isu baru yang berkaitan
yerelindungan dan pengelolaan
dan implikasinya pada
\S. Gagasan ini dimunculkan
1 yang tetap bersandar pada
Jel negara developmentalis

dalam tahun 2010. Isu baru ini bertolak dari
keinginan  kuat  Pemerintah  Indonesia
menyusun rencana peraturan Pemerintah
(RPP) pengelolaan gambut. Dalam konteksi
isu utamanya tidak lepas dari kriteria ketebalan
gambut 3 meter sebagai basis untuk
mengkategorikan  kawasan lindung dan
kawasan budidaya. RPP ini sejak awal sudah
menimbulkan perdebatan dari pemegang izin
berbasis lahan, utamanya sektor kehutanan dan
perkebunan. Entah kenapa pembahasan RPP
ini terhenti dan tidak ada kabar tindak
lanjutnya. Pada awal tahun 2014, tanpa
melalui konsultasi publik beredar draft RPP
pengelolaan dan perlindungan ekosistem
gambut yang diparaf Kementerian Lingkungan
Hidup, Kementerian Kehutanan dan
perkebunanan,dan  Kementerian  Pekerjaan
Umum.yang mengejutkan adalah munculnya
kreteria 30% kahawasan hidrologi gambut
sebagai kawasan lindung gambut dan tinggi
muka air tanah 1 meter sebagai criteria
kerusakan,selain isu utama ketebalan gambut 3
meter (majalah Hutan Indonesia;2014:33) [2]
Berawal dari draft inilah,muncul tuntutan dari
berbagai lembaga terkait mislanya Asosiasi
Pengusaha  Hutan  Indonesia  (APHI),
Gabungan Pengusaha kelapa Sawit (GAPKI)
dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).
Pertanyaannya mengapa aktor korporasi
kehutanan dan perkebunan tetap saja
melakukan  tuntutan  sedemikian  rupa
meskipun ekspansi lahan dalam praktik model
develomentalis yang terpusat tetap berhasil?
Menurut Fukuyama (2004) [5] bahwa
persoalan penting yang dihadapi negara negara
miskin  dalam  menikmati  pertumbuhan
ekonomi  adalah  tingkat pembangunan
kelembagaan tidak memadai. Pemerintahan ini
tidak memerlukan negara yang luas, tetapi
memerlukan negara yang kuat dan efektif.
Gagasan ” negara kuat” disini adalah lebih
berorientasi terhadap peningkatan kapasitas
lembaga-lembaga publik, seperti adanya
kecakapan administrasi para pegawai, serta
akuntabilitas dan transparansi  birokrasi
pemerintahan. Dengan pengertian bahwa
bukan melahirkan institusi-institusi negara
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ydy dengan lingkup otoritas
is dan sulit dikontrol publik.
ini Francis  Fukuyama
adanya proses penguatan
5 perampingan sebuah negara
h 8]

[5] seperti dikutip Rafigi
kan bahwa suatu negara yang
pu melahirkan kebijakan dan
ang ditaati oleh masyarakat,
sbarkan ketakutan, kecemasan,
1g berlebihan. Negara dengan
erti inilah yang sering disebut
yang sukses dan kuat (strong
itu pelembagaan otoritas yang
n pertumbuhan setiap individu
kat yang otonom, bebas,
rtib. Sebaliknya negara yang
-ate) akan mudah tergelincir
ekacauan, dan pada akhirnya
Jahkan tingkat kesejahteraan
ritas tidak terlembaga, aturan-
anya menjadi permainan kata-
undang-undang, korupsi yang
nya gerakan separatisme,
dan rasial, semua itu adalah
anya mudah ditemukan dalam
1.

studi diantaranya Anwar
lari (2013) dan Wahana
idup (Walhi) menunjukan
jadi sekitar 1320 konflik sosial
oserkebunan di Riau dan 650
1ya konflik antara perusahaan
Secara factual hal ini nampak
)enyerbuan warga Kampung
terhadap kapal yang berlayar
¢ tahun 2005, demonstrasi
5 Siak ke Pemda, (Riau Pos,7

2000000

1500000

1000000

500000

0 >

PBS+PTPN+BLMASDIIY A

Demonstrasi warga Kampung Benayah,
Dosan, Teluk Mesjid, Dusun Pusaka menuntut
pembagian lahan perkebunan kelapa sawit,
tahun 2010 (Riau Pos, September 2010 ), dan
protes tokoh masyarakat Desa Paluh, Benteng
Hilir atas dampak banjir yang diduga kuat
akibat pembangunan perkebunan kelapa sawit
(Anwar,2013,6-7) [4]. Secara faktual, nampak
bahwa konflik intensitas dan spektrumnya
semakin meluas. Fakta ini diduga kuat
berkaitan dengan kapasitas kelembagaan
public yang kurang dapat mengimbangi
derasnya tuntutan masyarakat di era
demokrasitisasi dewasa ini

Deans (1999) seperti yang dikutip
Mubarok (2013) [1] konsep developmental
state yang terdiri dari lima konsep penting
yaitu, the fusing of public and privat (tidak
adanya perbedaan antara public dan privat),
the role of state ideology (peran idiologi), the
use of development legitimacy (kegunaan
legitimasi pembangunan), plan rationality
(rencana rasional) dan outonomous economic
technocracy (keberadaan kelompok elit
ekonomi). Dari kelima konsep itu konsep the
use of development legitimacy dan plan
rationality yang  memiliki  pengertian
kebijakan pemerintah yang didukung oleh
perencanaan nasional dan lembaga-lembaga
politik pemerintahan (Suprastruktur Politik)
dan lembaga politik masyarakat ( Infrastruktur
politik) sebagai faktor menentukan
terselenggara developmental state dalam
perlindungan lahan gambut berkelanjutan.
Bagaimana interaksi berbagai kelompok sosial
dan lembaga pemerintah dalam situasi konflik
dalam konteks kebijakan perkebuna kelapa
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yakai sebagai ilustrasi politik
gara terahadap lahan gambut
I gambar berikut ini:

igan uraian diatas, Fukuyama
nenjelaskan  bahwa  untuk
laku negara ada dua dimensi
yaitu dimensi kekuatannya
limensi cakupan atau lingkup
cope). Dimensi kekuatan
likberatkan pada kemampuan
sanakan  dan  menjalankan
akan dan memberlakukan
secara bersih dan transparan
P.No.71 tahun 2014 Dimensi
menurut  Fukuyama  harus
. menciptakan daya dukung
membangun cita-cita yang

lingkup (scope) suatu negara
seberapa jauh negara tersebut
tidak melakukan secara efektif
in publik seperti menciptakan
dunia ekonomi, memungut
angun infrastruktur,  dan
ari demensi lingkup perilaku
litik negara dalam pengelolaan
ampak dari akses para pihak
mbahasan kebijakan PP no.71

)yengakuan berbagai sumber
1san  RPP Perlindungan dan
1an gambut ternyata berbagai
rlibatkan misalnya Asosiasi
n Indonesia (APHI). Aktor ini
ders yang akan terdampak
PP, tidak dilibatkan dalam
°P. Kondisi ini dipandang
si menimbulkan masalah ke
ambut dalam FKHKI.2014,7)

it APHI mengusulkan bahwa
Kktu tulisan ini buat sudah
litinjau ulang untuk dilakukan

i-Fungsi Negara

pembahasan dengan melibatkan stakeholders
dan pelaku usaha yang terkait dengan
pengelolaan  kawasan  gambut.  APHI
mengusulkan agar penetapan fungsi lindung
ekosistem gambut agar diarahkan pada puncak
kubah gambut dengan ketebalan tiga meter
atau lebih dan letaknya tidak sporadik.

Dalam perkembangannya, melihat
kompleksitas masalah yang ada, disepakati
untuk membentuk Tim Kajian Terpadu yang
beranggotakan lintas sektoral yaitu APHI
,GAKPI, Kementerian Kehutanan,
Kementerian Pertanian, Menteri Riset dan
Teknologi, Menetri Keuangan, dan akademisi
untuk menyusun naskah akademik sebagai
masukan terhadap RPP Perlindungan dan
Pengelolaan ekosistem lahan gambut. Hal ini
sesuai dengan UU no.12/2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan,khususnya Bab XI Pasal 96,Pasal 5
huruf (e) dan (g) dan Pasal 6 ayat (1) huruf
(@),huruf (i),RPP ini perlu ditinjau kembali
untuk  dilakukan  pembahasan  dengan
melibatkan stakeholders dan pelaku usaha
terkait yang berpotensi terkena dampak
pemberlakuan peraturan ini (FGD
Gambut,dalam FKHKI 2014) [2].Apa yang
direkomendasi dari FGD gambut ini ternyata
tidak sesuai dengan kenyataan,RPP ini pada
akhirnya tetap disahkan menjadi PP
N0.71/2014.

Untuk memahami tentang lingkup negara,
Fukuyama mengutip kategorisasi yang dibuat
oleh Bank Dunia terkait dengan fungsi-fungsi
negara yang dibagi menjadi tiga kategori yaitu
minimal, menengah, hingga  aktivis.
Kategorisasi tersebut dapat dilihat dalam tabel
berikut:

Menangani

Kegagalan
nal Pertahanan, Hukum dan ketertiban, Hak milik Pribadi, Manajemen

makro ekonomi, Kesehatan masyarakat,

Pasar, Menyediakan kebutuhan publik,

Meningkatkan keadilan,
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Melindungi kaum miskin, Program anti kemiskinan, Bencana alam.

ngah

Menangani persoalan eksternal, Pendidikan, Perlindungan lingkungan,
Mengatur monopoli, Pengaturan prasarana umum, Anti monopoli,
Memperbaiki kualitas informasi, Asuransi, Regulasi keuangan,
Perlindungan konsumen, Menyediakan asuransi sosial, Redistribusi dana
pensiun,  Memberikan  keringanan  pada  keluarga, Asuransi
pengangguran.

S

Mengkoordinasi  aktifitas swasta, Mendorong pasar, Mengumpul
kaninisiatif, Redistribusi, Redistribusi asset

lyama,2004 [5]
1 penuturan Fukuyama bahwa
mang tidak secara universal
ienyeluruh, tetapi setidaknya
rikan dasar yang bermanfaat
| atau lingkup negara. Sudah
n terdapat negara-negara yang
nenjalankan tugas-tugas
yang  kompleks  seperti
dan usaha milik negara atau
kredit-kredit investasi, meski
menyediakan  kebutuhan-
r publik seperti hukum dan
infrastruktur publik. Negara
sanya bersifat ekspansif dan
1 scope kegiatannya, ingin
segala macam urusan.
ara minimalis pada umumnya
r hal-hal fundamental yang
3, seperti sistem hukum,
hanan, dan pencetakan mata

iksanaannya dibanyak negara
ang, harapan dan mekanisme
iasumsikan dalam perspektif
rsebut ternyata tidak selalu
taan. Salah satu sebabnya
in sementara negara sedang
1tuk  memacu pertumbuhan
iharapkan. Sudah barang tentu
buhan  ekonominya tidak
idkan maka dampak yang
»adanya termasuk dampaknya
atan kesejahteraan sosial dan
sutuhan-kebutuhan sosial juga
lkan  kegagalan  tersebut
na negara yang bersangkutan

memacu  perkembangan
) berbasis industri dan

manufaktur sebagaimana disyaratkan oleh
perspektif pertumbuhan. Disektor pedesaan
program pembangunan juga gagal dalam
melakukan  transformasi dan  pertanian
subsistem menjadi pertanian modern yang
berorientasi pasar.

Pemujaan atas mekanisme pasar seakan
telah melupakan struktur utama pembangunan
yakni negara. Fukuyama mengatakan bahwa,
“kecendrungan umum dalam politik dunia
generasi terakhir adalah kritik terhadap
“pemerintahan yang gemuk” dan usaha untuk
memindahkan berbagai aktivitas dari sektor
negara ke pasar swasta atau masyarakat sipil.
Namun, khususnya di negara berkembang,
pemerintahan yang lemah, tak kompeten, atau
tak ada merupakan sumber berbagai persoalan
yang akut. Untuk menjawab permasalahan
tersebut, menurut Fukuyama perlu segera
dilakukan proyek ‘state building’ atau
‘pembangunan negara’, baik pada tingkat
negara tertentu maupun pada tingkat
internasional. Pemikiran institusional ini dapat
menajadi inspirasi misalnya dalam
pengelolaan DAS di Riau yang terintegrasi
melalui suatu Badan pengelola. Sebagai
contoh perlunya pembangunan negara, adalah
perlunya mendorong negara dunia Kketiga
untuk mengembangkan kapasitas institusional
dan pemerintahannya. Fukuyama
mencontohkan bagaimana Afrika menghadapi
kesulitan mengatasi epidemi AIDS yang telah
menyerang 25 juta penduduknya. Pengadaan
obat antiretroviral sangat mahal, pengawasan
vaksinasi yang teratur (yang berpotensi
melemahkan daya tahan tubuh bila tidak

dilakukan secara benar), pembangunan
infrastruktur ~ kesehatan, dan pendidikan
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ak dapat terlaksana tanpa
yang kuat.
teks politik negara mengelola
gambut secara bekelanjutan,
mulai meningkatkan kapasitas
soliditas  birokrasi  yang
jakan ekosistem lahan gambut
an, negara mengembangkan
frastruktur politik dan
olitik pemerintah  misalnya
wlasi kebijakan terkait
)an gambut. Sebagai contoh
Jesentralisasikan  akses ke
putusan politik kepada para
ingan di tingkat nasional dan
lebih  mendemokrasikan
putusan  kepara para pihak
Hl,  GAPKI,  Akademisi,
Kehutanan, Kementerian
menterian  Keuangan dan
isasi sosial kemasyarakatan.
nbangkan berbagai perspektif
keilmuan memperkuat
atu kebijakan. Kondisi ini
n  membangun  soliditas
bagai tantangan dan peluang
1 itu, kehadiran negara dalam
mpanye hitam negara-negara
katkan daya saing hasil
perkebunan misalnya melalui
on of Southeats Asian Nations
1esia mengajak negara-negara
' kelapa sawit bersama-sama
anye hitam contoh terakhir
parlemen Eropa mengenai
ing sangat diskrininatif (Top
7) [6]. Proses perlindungan
antara lain  diharapkan
impak kepada pertumbuhan
nbangan wilayah, lingkungan

kemasyarakatan secara
‘masuk wilayah DAS.
LAN
menggunakan pertanyaan

dirumuskan dalam bagian
jagai penuntun, penulis dapat
Jlan studi ini sebagai berikut:
as  menunjukkan  bahwa

perlindungan politik negara dalam pengelolaan
DAS di Riau berkelanjutan bergerak dari satu
titik kontinum “negara” ke titik kontinum
”pasar” dimana “kepentingan masyarakat”
sebagai titik argumentasi pergeseran. Namun
yang menarik, dinamika pergeseran  dari
negara ke pasar atau pasar ke negara tetap
menghasilkan kepentingan pasar sedemikian
rupa. Dalam kondisi seperti inilah pergulatan
politik perlindungan lahan gambut
berlangsung dewasa ini. Kemampuan negara
mengembangkan proyek ‘state building’ atau
‘pembangunan negara’,
”menegakkan” dan “memaksa” tetapi syah
baik pada level lokal, nasional maupun tingkat
internasional menjadi tantangan sekaligus
peluang agar tertap bertahan.

Apa yang diuraikan dalam tulisan ini
belum bersifat final. Karena itu diperlukan
pengkajian yang lebih mendalam lagi. Namun
paling tidak, tulisan ini diharapkan menjadi
inspirasi dan dapat memberikan kontribusi
dalam diskusi ini, terima kasih.Wassalam.

yaitu kemampuan
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